BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Desa
1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut G.S Diponolo dalam bukunya “Ilmu
Negara” menuliskan dua pengertian pemrintah yaitu, dalam
arti luas: pemerintah adalah keseluruhan dan badan
pengurus negara dan segala, segala bagiannya, dan segala
pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusatke
pelosok-pelosok daerah, sedangkan dalam arti sempit:
Perintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas
seorang atau beberapa orang yang mempunyai peran
pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas
Negara.®

Menurut  Mashuri  Macahab, 20 apabilah
membicarakan Desa di Indonesia maka sekurang-
kurangnya kan menimbulkan tiga macam:
1) Secara sosiologis
2) Secara ekonomi

3) Secara politik.?!

19 G.S Diponolo, Ilmu Negara, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h 94

20 Mashuri Mashab, politik pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta:
Fisipol UGM, 2013), h 1-2

2 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Desa, (Malang: Setra Pess, 2015),
h 33

26
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Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat
beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi
komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah,
dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat
istiadat untuk mengolah dirinya sendiri. Ini lah yang
disebutkan dengan self-gooverning community. Sebutan Desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada
masa colonial Belanda.?

Menurut Imam Mahdi, bahwasanya Desa adalah
kesatuan masyarakat yang terendah diberbagai daerah yang
mempunyai corak tersendiri dalam sistem pemerintahan,
beliau juga menegaskan bahwa Desa merupakan sistem
pemerintahan asli Indonesia bukan warisan dari penjajah
Belanda.??

Dikatakann bahwa pemerintah Desa merupakan
lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan
yang strategis dalam pengaturan masyarakat
Desa/keluruhan dan keberhasilan pembangunan Nasional.
Selain itu pemerintahan Desa adalah badan yang melakukan

kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan

15

22 Sotardjo Kartohadikoesoemo, Desa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h

2 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras,

2011), h 186
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kesejahtraan masyarakat yang berada d bawah camat atau
Desa.?*

Menurut Rudy Soehardjo, Pemerintah Desa adalah
itu terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan
Perangkat Desa.? Sedangkan pendapat Rozali Abdullah
juga sama dengan kutipan diatas bahwa pemerintah Desa
terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.?¢ Sedangkan
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa Pasal juuga menegaskan bahwa. “Pemerintah Desa
adalah Kepala Desa atau disebut nama lain, dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah
Desa”.?” Pemerintah Desa menurut sumber saparin yang
nama telah dikutip dalam skripsi Suhana dalam bukunya “
Tata Pemerintahan dan Administrasi Negara” menyatakan
bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal
dari pada kesatuan masyarakakt Desa. Pemerintah Desa
diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa

beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili

24 http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-Desa.html.
Diakses tanggal (10 Oktober 2022)

%5 Rudy Soehardjo, Tugas DPRD,... h 54

26 Rozali Abdullah, Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, (Jakarta: Persada 2007), h 168

27 Tim Visi Yustisia,Undang-undang,... h 43
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masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam
masyarakat yang bersangkutan”.?8

Pemerintah Desa mempunyai hak dalam mengatur
dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya
sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sudah
ada berdasarkan hak asal-usul Desa.

b) Menyelengarakan urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan  Kabupaten/Kota  yang  diserahkan
pengatrurannya  kepada  Desa, yakni = urusan
Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan masyarakat.

c¢) Tugas  pembantuan  dari = Pemerintah  pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Serta urusan pemerintah lainnya yang diserahkan
kepada Desa.??

Pemerintah Desa sesuai dengan Udang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18 yang menegaskan bahwa:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

28 Suhana, pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah, Skripsi Universitas Maritem Raja Ali Haji Tanjung
Pinang, Tanjung pinang Tahun 2014, h 6-7

2 http://.wikipedia.org/wiki/desa. Diakses tanggal 06 November
2022, pukul 14.22 WIB


http://.wikipedia.org/wiki/desa
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berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,
dan adat istiadat Desa.3?

2. Pengertian Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono, Kepala Desa
memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai
kewenangan Desa seperti pembuatan praturan  Desa,
pembentukan = lembaga kemasyarakatan, pembentukan
Badan Uhasa Milik Desa, dan kerja sama antar Desa, urusan
pembangunan antara lain; pemberdayaan masyarakat dalam
penyedian sarana prasarana, fasilitas umum Desa, seperti
jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa, urusan
kemasyarakatn yang meliputi pemberdayaan masyarakat
melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat
seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.?!

Menurut J. Mario Kepala Desa adalah Kepala
pemerintahan Desa  melaksanakan pembangunan Desa
pembinaan kemasyrakatn Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

pembangunan Desa, melakukan pembinaan

30 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
31 Bambang Trisantono Soemantri, Sosiologi masyarakat kata dan desa,
(Surabaya: Usaha Nasional,1998), h. 169-172



31

kemasyarakatan Desa, dan memberdayakan  masyarakat
Desa. Dalam tugasnya Kepala Desa berwenang.3?
a) Perangkat Desa
Menurut J. Mario Perangkat Desa atas
Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana
teknis, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Perangkat Desa di angkat oleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan =~ dengan Camat atas = nama
Bupati/Walikota. Selain melaksanakan tugas
wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab

kepada Kepala Desa.

Menurut M. Cholil Masyur fungsi Perangkat

Desa adalah seabagai berikut: -

1) Fungsi merencanakan
2) Fungsi mengorganisasi
3) Funngsi penggerak para pegawai serta alat-alat yang
ada
4) Fungsi mengontrol
Perangkat Desa yang mempunyai fungsi

tersebut di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi

32 J. Mario Monterio, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah
Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015), h. 127
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tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi
masyarakat dibawah mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yang menegaskan
bahwa:

Perangkat Desa terdiri atas:
1) Sekretaris Desa
2) Pelaksana kewilayaan dan

3) Pelaksana teknis.®

3. Pengertian Keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,
APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat
pemerintah desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany
Fanida, APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa
yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi
pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk
kegiatan pembangunan desa34. Struktur APBDes terdiri atas:
a. Pendapatan Desa
Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan
yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli

33 Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3Permendagri “nomor 20 th 2018 APBDes
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desa (PADesa), pendapatan transfer, dan pendapatan
lain-lain. Menurut Wijaya dan Roni sumber PADesa
berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi
dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.

Pendapatan transfer mencakup dana desa,
bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah
kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan
dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD
kabupaten/kota. = Pendapatan = lain-lain =~ meliputi
penghasilan dari hasil kerja sama, penghasilan dari
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penghasilan
dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi
kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun
anggaran, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang
sah.
. Belanja Desa

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai
sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa
yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak
diterima kembali. Belanja desa diklasifikasikan menjadi
lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa,

penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan
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masyarakat desa3®, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa
diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawali,
belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak
terduga.
c. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan
yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali pada tahun anggaran saat ini atau
berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayan. Penerimaan
pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu SiLPA tahun
sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil
penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah
dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua
bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana
cadangan.
4. Badan Permusyawaratan Desa
Menurut Ni'matul Huda BPD atau dengan nama
lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintah
yang anggota nya yang merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan.

%, Astuti & hany fanidsn” APBDes
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Keterwakilan wilayah dan dtetapkan secara
demokratis. Beliau juga mengatakan bahwa  Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu:
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja
Kepala Desa.3¢

Menurut Rozali Abdullah BPD adalah suatu badan
yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.3”

Sedangkan pendapat Rudy Soehardjo, menegaskan
bahwasanya BPD dan Kepala Desa merupakan Pemerintah
Desa. Hal itu sesuai dengan pengertian BPD menurut
Kamus Hukum Indonesia menerangkan BPD adalah suatu
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan

3% Rozali Abdullah, Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, (Jakarta:persada 2007), h. 170
37 Rozali Abdullah, Pelaksana Otonomi,... h. 171
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wakil dari penduduk Desa  berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan seacara

demokratis.

Sesuai dengan kutipan diatas bahwasanya Badan
Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur
Pemerintahan Desa yang merupakan perwakilan dari
penduduk Desa yang berarti Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) juga merupakan lembaga legeslatif didalam
Pemerintahan Desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat
penting dalam Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali,
menampung menghimpun, dan menyalurkan aspirasi
masyarakat Desa. Sehingga BPD menjadi tumpuan dan
harapan masyarakat terhadap program-program yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah  Desa, khususnya bagi
kesejahtraan dan pembangunan Desa itu sendiri.

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk
hukum, bukan merupakan produk politik semestinya
ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada
kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan
pluralisme hukum.

Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat
bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan
elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam

setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi.
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Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum
pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan
memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya.
Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya
partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan
peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah
legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk
berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan
pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga
mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik
dan kepentingan penguasah, tanpa membuka ruang-ruang
publik yang merupakan tipologi hukum responsif.

38 Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk
hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan
pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang
sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma
hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-
undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang
membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan
produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (social

justice/substantial justice).3

38 John Kenedi, Prefesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar,
Vol. 5, No.1 Tahun 2016

3 Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan
Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10,
No. 3
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Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:
secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (legislation),
wetgeving atau gesetgebung mempunyai dua pengertian yaitu:
pertama, perundang-undangan merupakan proses
pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan
negara baik di timgkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua,
perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang
merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di
tingkat pusat maupun ditingkat  Daerah.  Pengertian
perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun
2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara
umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui
perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan pula.#

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-
perundang-undangan sebagai berikut:

a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat
atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan
tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi
ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi,

status atau suatu tatanan.

40 Maria Farida Indrati Soepapto, Ilmu  Perundang-undangan:
Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan,Cet. 13, (Yogyakarta: Kansius, 2012), h 3
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c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan
abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan
pada objek/peristiwa/ gejala konkret tertentu.

d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan
Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut
dengan wet in materiele zin, atau sering juga disebut dnegan
algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: de
supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MuB,
de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen,
de provinciale stater verordebingen. 4!

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan
salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum
dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3)
macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses
pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1) keputusan normatif yang bersifat mengatur (regeling);

2) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi
(beschikking);

3) keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga
bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan
yang dinamakan “beleids regels” (policy rules) ini biasanya

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi

41 Maria Farida Indrati Soepapto, llmu Perundang-undangan ..., h11
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peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi
peraturan.#?

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian
besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori
perundang-undangan (Gestzgebungstheorie) yang berorientasi
pada mencari kejelasam dan kejernihan makna atau pengertian
yang bersifat kognitif.43

Menurut Carl J. Fredrich sebagaimana dikutip oleh
Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, menyatakan
Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah
merupakan:#

Suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas
nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan
yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang
diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh
mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (a set of
activities organized and operated on behalf of the people but subject to
a series of restreints which attempt to ensure that the power which is
needed for such gevernance is not abused by those who are called upon

to do the governing).”

4 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undag-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press
dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h 1

4 Maria Farida Indrati Soepapto, llmu Perundang-undangan ..., h8

4 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, (PT Gramedia
Pustaka Utama, 2009), h. 112
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Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu
peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses
pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan
peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses
pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan
hukum, dan pemahaman mengenai hukum. % Sebagaimana
diketahui bersama bahwa pembangunan hukum vyang
dilaksanakan secara komprehensif mencakup subtansi hukum
atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh
karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat
mencerminakan kualitas yang baik sebagai produk hukum,
maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari
pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain
sebagai berikut.

Tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan di

Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu)

4. Peraturan Pemerintah

4 John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan
Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019
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5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
1). Pengertian transparansi dan keterbukaan informasi
Transparansi atau keterbukaan informasi publik

merupakan suatu hal yang sangat penting didalam tata kelola
pemerintahan  saat ini. Menurut putra keterbukaan
mengandung arti prosedur atau cara persyaratan satuan kerja
pejabat atau perangkat desa penangung jawab pemberilayanan
waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal yang
lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib
informasikan seara terbuka agar mudah diketahui dan
dipahami oleh masyarakat atau warga desa setempat, baik
diminta maupun tidak diminta. 46

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah
indikator antara lain keterbukaan ataupun transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan koherensi, prinsip
transparansi atau keterbukaan informasi publik merupakan
suatu bagian dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
(good governene). Wacana keterbukaan ini meluas hampir
kesemua sektor kehidupan; seperti ekonomi, sosial, politik, dan
lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi publik tentang

kinerja pemerintahan dalam, setiap negara adalah memastikan

46 Putra “ Teori transparani informasi publik”
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bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel
dengan menyediakan informasi dan pemintaan publik.
C. Teori Figh Siyasah
1. Pengertian Figih Siyasah

Kata figih berasal dari fagaha-yafqahu-fighan. Secara
bahasa pengertian figih adalah “paham yang mendalam”.
Kata “fagaha” diungkapkan dalam al-Qur'an sebanyak 20
kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian
“kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”
Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti
(gath’i), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti
(zhanni).

Menurut istilah figih adalah ilmu atau pemahaman
tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di
gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Secara etimologis,
figh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari
maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan
pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. 4
Secara terminologis, figh adalah pengetahuan yang sesuai
dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari
dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau
hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, al-

Qur'an dan as-Sunnah). Jadi, figh menurut istilah adalah

47 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam,
(Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 13
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pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber
dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid
dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, figh
adalah ilmu penegtahuan mengenai Islam.*®

Figh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-
sungguh dari para wulama (mujtahidin) untuk menggali
hukum-hukum syara” sehingga dapat diamalkan oleh umat
Islam. Figh disebut juga dengan hukum Islam. Karena figih
bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan
situasi dan kondisi manusia itu sendiri.*

Karena figh sebagai ilmu dan merupakan produk
pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan
dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul)
syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi
tigh di bidang furu’ (cabang-cabang/ partikularistik) dari
ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu figh terdiri dari
dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu’. Karena
itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan
perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat

dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan

48 Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah
Fikih, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

4 Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Figh Siyasah, Tafagquh,
Vol. 1, No. 2, Desember 2013
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zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok,
sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti
mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan. 50 Pengertian
kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara
linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan,
mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam
kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan
memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beebrapa
arti, yakni bisa diartikan ~memerintah, membuat
kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana
uraian ayat-ayat al-Qur’an tentang politik secara sepintas
dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum.
Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat
manusia  sesuai dengan syara’demikian  terciptanya
kemashlahatan.>!

Secara  terminologis, @ Abdul @ Wahab  Khallaf
mendefinisikan  bahwa siyasah adalah “pengaturan

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

50 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 26
51 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 26
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dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. %2 Dari
penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan
bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a)
Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian
negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam
kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan
yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga
negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi

pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.5?

Ilmu figh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang
cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal
bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan
dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.5
Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah
bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya.
Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai

berikut:

52 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 27

53 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 27

5 Muyjar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, Figh Siyasah Doktrin dan
pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10
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a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magqashid al-syari’ah,
semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil goth’i baik wurud
maupun dalalahnya;

b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan
itu berdasakan penelitian yang cermat dan akurat sehingga
tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat
dan menghindarkan mudarat;

c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan
mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti
kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.>®

Berdasakan pengertian etimologi dan terminologi di
atas dapat ditarik keismpulan bahwa Figh Siyasah adalah
ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas
tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia
pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa
penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang
kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran

Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang

mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang dijalaninya.

5% H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikil; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesatkan Masalah-Masalah yang praktis,Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana,
2011), h. 28-29



48

Literatur figh siyasah sesungguhnya dikenal dengan
dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar’iyah yaitu siyasah yang
proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika
agama. Kedua, siyasah wadh’iyah vyaitu siyasah yang
dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses
penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika
agama. Siyasah syariyah dan siyasah wadh’iyah hanya
memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau
sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan
lingkungannya, seperti ara’ahl basher atau yang biasa disebut
dengan pandangan para ahli atau pakar, al’urf (uruf), al’adah
(adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber
hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu
berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami. Namun
tidak demikian dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah wadh’iyah
sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena
dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu
merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini
bukan berarti setiap siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami.
Siyasah wadh’iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat
dikategorikan sebagai siyasah syar’iyah selama memenuhi
enam macam kriteria sebagai berikut:

a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara

hakiki dengan syariat Islam;
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b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia
di depan hukum dan pemerintahan;

c) Tidak memberatkan masyarakat;

d) Untuk menegakkan keadilan;

e) Dapat mewujudkan  kemaslahatan dan  mampu
menjauhkan kemudharatan;

f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah
syar'iyah dan siyasah wadh’iyah juga dapat dibedakan dari
tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar’iyah bertujuan
megantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan
akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan
mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi
saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh
kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang
zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik
adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan
siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama
bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara
yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang
menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang

serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem
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kehidupan seperti ketatanegaraan. 5 Dalam sistem
ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin
yang memimpin orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan
tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak
bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang
prinsip figh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip
tersebut bersumber dari al-Qur’an dan hadits. Prinsip-prinsip
tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang
berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umat manusia wajib
untuk menjalankan amal - amal sholeh, maka Allah SWT akan
selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat
disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem
ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan
bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan
kepada kehendak wumat sesuai dengan masalahmasalah
kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman
mereka.5

2. Objek dan Bidang Bahasan Figh Siyasah

Setiap ilmu pastinya mempunyai objek dan bidang

bahasannya, begitu pula dengan figh siyasah. Figh siyasah

adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu

5% J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran
Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002), h. 2
57 ]. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h. 20
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figh. Figh siyasah mengkhususkan diri pada bidang
muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata
pengaturan Negara dan pemerintahan. Figh siyasah memiliki
persamaan dengan figh pada umumnya dan dengan siyasah
syar’iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Figh
berbeda dengan figh siyasah pada umumnya terdapat pada
kajiannya.

Kajian figh siyasah sangatlah kuat dan umum,
termasuk didalamnya mengkaji tentang figh siyasah.
Sementara kajian figh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya
khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau
ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian
figh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-
undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai
dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk
tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Hasbi Ash Shiddieqy meyatakan, objek-objek kajian
figh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala
urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian
pentafsiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh
dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu
mash dari nash-nash yang merupakan syari’ah amah yang

tetap.
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Dari  pandangan-pandangan  tersebut memberi
gambaran bahwa objek bahasan figh siyasah secara garis
besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara
sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan
kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara
penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing

dalam usaha mencapai tujuan negara.>®

Objek kajian Figh Siyaasah secara substansial berkaitan
dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan
perihal berikut:

a) Hak-hak individu dalam bernegara;

b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai
warga negara;

c) Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara;

d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum
demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;

e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik
masyarakat dan negara;

f) Pelaksanaan demokrasi politik;

g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan

h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.>

58 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah..., h. 27-28
59 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam..., h. 36
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3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Figh
Siyasah
Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu
lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk
menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip
pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan
syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang
sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara
pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara
umum seoranag pemimpin dalam mengemban tugasnya
senantiasa  harus = beroriensiasi pada terwujudnya
kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun
secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan
Qaidah figh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu,
syara’ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu:
a. Semua yang mengandung madlarat harus dijauhi atau
dihilangkan
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat
ditempuh pula prinsip-prinsip:
1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh
dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih

berat madlaratnya.
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2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh
ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang
lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.

c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih
diutamakan daripada sekedar mendatangkan
kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.

d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala

yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah
tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon
penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk
mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan
melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah
alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas
dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun
mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior.
Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila
dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh
banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai
kepala Negara meurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat
berikut ini, yaitu:

a. Adil dengan segala persyaratannya;

60 Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 3-4
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b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di
dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus
dipecahkan;

c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan,
lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;

d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan
yang dapat mengganggu geraknya;

e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat
dan kemaslahatan;

f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam
mempertahankan negara dan memerangi musuh;

g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash
dan ijma.6!

4. Kedudukan dan Peran Ahlu Halli wal Aqdi
a. Pengertian Ahlul Halli wal Aqdi
Secara terminologi Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd (baca ahlul
halli wal ,aqdi) adalah orang-orang yang mempunyai
wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini
dirumuskan oleh para ulama® fikih untuk sebutan bagi
orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk

menyuarakan hati nurani mereka.®?

61 H. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam
Rambu-Rambu Syari'ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h. 70-71

62 Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet.
Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 66
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Para ulama berpendapat seputar definisi ahl al-hall
wa al-,aqd. Berikut beberapa definisi Ahl Al-hall wa Al-Agd
menurut ulama:

Al-Mawardi, ahl al-hall wa al-,aqd adalah mereka
yang berwenang mengikat dan melepas, yakni para ulama,
cendikiawan, dan pemuka masyarakat atau ahl al-
Ikhtiyar.63

Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa
mejelis syura yang menghimpun ahl al-Syura merupakan
sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk
membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan
kemaslahatan umat.®4

Ibn Taimiyah menyebutnya dengan ahl al-syawkah.
Menurutnya ahl al-syawkah adalah orang-orang yang
berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai
kedudukan terhormat di masyarakat.®®

Muhammad Abduh sebagaimana ditulis muridnya
Muhammad Rasyid Ridha, ahl al-hall wa al-,aqd yaitu para
amir, hakim, wulama, panglima perangdan semua

pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam

63Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah: Ajaran, Sejarah, ... h. 67

64 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah : Kontektualisasi Doktri Politik Islam,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 159

65 Muhammad Iqgbal, Figih Siyasah : Kontektualisasi Doktri, ..., h. 162
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masalah kemaslahatan umum. Pemegang kekuasaan
pembahas dan penyimpul masalah.6

Dengan demikian Ahl Al-hall wa Al-Aqd adalah
lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari
kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik
agamanya, akhlaknya, kecermelangan idenya dan
pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah
dan pembimbing umat. Ahl al-hall wa al-aqgd dianggap
sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum
muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam
tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum
muslimin.®”

b. Sejarah Ahlul Halli wal Aqdi

Sejarah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem
pemerintahan Islam adalah Ahl Al-hall wa Al-Agd. Dalam
sejarah Islam pembentukan lembaga Ahl Al-hall wa Al-Aqd
pada masa pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol.
Khalifah al-Hakam 1II (961-967 M) membentuk majelis al-
Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan
sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota

majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah

6 Abdul Mu“in Salim, Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik
dalam Al-Quran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 230

67 Agustina Nurhayati, Figh Siyasah, (Bandar Lampung: Fakultas
Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 140
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sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga
tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah
dalam masalah hukum dan membantu khalifah
melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulat Bani
Umaiyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif
yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman
Mu"awiyah yang berkuasa di Damaskus.®®

Dalam hal bermusyawarah ini sudah dipraktikkan
jauh sebelum Bani Umayah. Pada masa Khulafa Al-
Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa“idah
tentang pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi
Muhammad SAW. tidak meninggalkan wasiat tentang
siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin
politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya
menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin
sendiri untuk menentukannya.®®

Aturan-aturan yang jelas tentang pengganti Nabi
tidak ditemukan, yang ada hanyalah sebuah mandat yang
diterima Abu Bakar menjelang wafatnya Nabi untuk
menjadi badal imam shalat. Sesuatu yang masih
merupakan tanda tanya terhadap mandat tersebut. Adakah

suatu pertanda Nabi menunjuk Abu Bakar atau tidak?.

h. 35

68 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah : Kontektualisasi Doktri, ..., h. 164
69 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
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Dalam pertemuan tersebut, sebelum kaum muhajirin
datang, golongan khajraz telah sepakat mencalonkan Salad
bin Ubadah, sebagai pengganti Rasul. Akan tetapi suku
Aus belum menjawab atas pandangan tersebut, sehingga
terjadi perdebatan di antara mereka dan pada akhirnya,
Sa"ad bin Ubadah yang tidak menginginkan adanya
perpecahan mengatakan bahwa ini merupakan awal dari
perpecahan. Masing-masing golongan merasa paling
berhak menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan
tegas dari tiga orang, yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khatab
dan Abu Ubaidah Bin jarrah yang dengan melakukan
kudeta terhadap kelompok.”?

Melihat situasi yang memanas, Abu Ubaidah
mengajak kaum Anshar agar bersikap tenang dan toleran,
kemudian Basyir bin Sa’ad Abi an-Nu'man bin Basyir
berpidato dengan mengatakan agar tidak memperpanjang
masalah ini. Dalam keadaan yang sudah tenang ini, Abu
Bakar berpidato, “Ini Umar dan Abu Ubaidah siapa yang
kamu hendaki di antara mereka berdua, maka bai“atlah”.
Baik Umar maupun Abu Ubaidah merasa keberatan atas
ucapan Abu Bakar dengan mempertimbangkan berbagai
alasan, di antaranya adalah ditunjuknya Abu Bakar sebagai

pengganti Rasul dalam imam shalat dan ini membuat Abu

70 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Amzah, Cet.
Ke-32013), h. 91
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Bakar lebih berhak menjadi pengganti Rasullullah SAW.
sebelum keduanya membai“at Abu Bakar, Basyir bin Sa“ad
mendahuluinya, kemudian diikuti Umar dan Abu Ubaidah
dan diikuti secara serentak oleh semua hadirin.”! Rupanya,
semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan
yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-maing pihak
menerima dan membaiatnya.
5. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian figih siyasah
Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun
atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan
kearifan lokal dikaitan dengan aktivitas kepemimpinan, maka
ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan.
Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan
kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa
dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan
diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki
tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.”?
Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal
sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau
dikenal dengan teori ‘Ashdbiyat. Teori ini merupakan

pengejawantahan dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid

"1 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2008), h. 68

72 https:/ /uin-suska.ac.id /2016 /04 /18 /islam-dan-kepemimpinan-
sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-
mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25



61

dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling
melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi
dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni ka al-
jasad al-wahid dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu
dengan ka al-bunyan yasuddu ba’duha ba’dla bagaikan sebuah
bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan
yang lainnya saling memperkokoh memperkuat Teori
‘Ashabiyat solidaritas kelompok dan konsep ta’dwun al-ihsan
itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya
terkandung norma akidah dan syari’at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan
bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan
kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan
agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan
kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan
kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada
delapan istilah, yaitu; Imam dalam Surat al-Baqarah 124.
Khalifah pada al-Baqarah: 30. Malik, al-Fatihah : 4, Wali pada
al-A’raf : 3. “Amir dan Ra’in, Sultan, Rais, dan Ulil “amri.”?

Surat Al-Bagarah Ayat 124

73 https:/ /uin-suska.ac.id /2016 /04 /18 /islam-dan-kepemimpinan-
sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-
mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25
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Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya
dengan Dbeberapa kalimat (perintah dan
larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah
berfirman: "Sesungguhnya Aku akan
menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari
keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini)
tidak mengenai orang yang zalim".74

Surat Al-Bagarah Ayat 30
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi".
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan  Engkau?" Tuhan  berfirman:

74 Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Bagarah Ayat 124, Departemen
Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015
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"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui".”>

Surat Al-Fatihah Ayat 4
el pss UL
Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.”®

Surat Al-A’raf Ayat 3
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Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari

Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai

pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.””

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua
istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin.
Kata imam diambil dari kata amma-ya’'ummu, yang berarti
menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata
khalafa yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata
khalifah sering diartikan “pengganti” karena yang
menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah
yang digantikannya

Beberapa dasar kepemimpinan menurut islam sebagai

berikut;”8

75 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Bagarah Ayat 30..., 2015
76 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4..., 2015
77 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-A’raf Ayat 3..., 2015
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Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang
tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim
karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas
keberagamaan rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman

Allah dalam Al-Qur’an; Surat An-Nisaa: 144.
B 035 e g a0l 1l B Y gl sl L
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai
pemimpin selain dari orang-orang mukmin.
Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas
bagi Allah (untuk menghukummu).”

‘(’

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang
yang mempermainkan Agama Islam, sebagaimana firman

Allah dalam Surat Al-Maidah: 57.
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang
yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan

78 https:/ /uin-suska.ac.id /2016/04 /18 /islam-dan-kepemimpinan-
sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-
mujahidin/ di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

79 Al-Qur’an terjemahan, Surat An-Nisaa: 144..., 2015
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permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang
telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang
kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada
Allah jika kamu orang-orang beriman.8

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di
bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang
tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan
bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda

Rasulullah SAW:

L3 J6 s u;,wdgw‘f&:;dm
J“’f}‘iﬁéi\é%ﬂ‘u&&,jbj%mw
Jus 32 dog ol 1 S B 32 ww‘wl.w)\
°/°:°3:{;314;:J%Juuj§$¢uu¢c~(5;)s
Lajnaus J;um 2 a‘ J6 & 6:4;\%@

FAA pu N g; j.z‘y\ A4 15 J6 gl

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad
bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada

80 Al-Qur’an terjemahan, Al-Maidah: 57..., 2015
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kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits
serupa dari jalan lain, yaitu Telah menceritakan
kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin
Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku
bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku
Hilal bin Ali dari Atho' bin Yasar dari Abu
Hurairah berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam  berada dalam suatu majelis
membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah
seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan
datangnya hari kiamat?" Namun Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan
pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum
ada yang berkata; '"beliau = mendengar
perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai
apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula
sebagian yang mengatakan; "bahwa beliau tidak
mendengar perkataannya." Hingga akhirnya
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan
pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang
yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" Orang
itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila
sudah hilang amanah maka tunggulah
terjadinya kiamat". Orang itu bertanya:
"Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika
urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka
akan tunggulah terjadinya kiamat". (HR Bukhori
dan Muslim).81

81 https:/ /www.eramuslim.com/suara-langit/ penetrasi-ideologi/jika-
bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU, (di
akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)
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Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable),
mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan

oleh umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin
Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada
kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada
kami Al Auza'i dari Yazid bin Yazid bin Jabir
dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin
Qaradlah dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka
mencintai kalian dan kalian mencintai mereka,
mereka mendo'akan kalian dan kalian
mendo'akan ~ mereka. @ Dan  sejelek-jelek
pemimpin kalian adalah mereka yang membenci
kalian dan kalian membenci mereka, mereka
mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka."
Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita
memerangi mereka?" maka beliau bersabda:
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"Tidak, selagi mereka mendirikan shalat
bersama kalian. Jika kalian melihat dari
pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka
bencilah tindakannya, dan janganlah kalian
melepas dari ketaatan kepada mereka." (HR
Muslim).82
Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela
dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan,
melaksanakan - syari‘at, berjuang menghilangkan segala

bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah,

sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah
kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika)
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu
kerjakan.®3

82 http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/tema
detail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat, (di akses 17
Januari 2021, jam 14.15 WIB)

85 Al-Qur’an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8..., 2015
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Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat
Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-
sifat Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme
dalam kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Tidak
diperkenankan bagi seseorang menjadi imam semnetara
sudah ada imam lainya yang telah lebih dahulu memimpin
umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak
yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan
umat islam. Kecaman untuk para pemberontak ini ada dalam

sebuah adis yang artinya:
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Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Wahb bin
Bagiyah Al Wasithi telah menceritakan kepada
kami Khalid bin Abdullah dari Al Jurairi dari
Abu Nadlrah dari Abu Sa'id Al Khudri dia
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Apabila ada dua khalifah yang
dibaiat, maka bunuhlah yang paling terakhir
dari keduanya." (HR. Muslim, No. 1853).84

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan

bernegara antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada

84 https:/ /almanhaj.or.id /2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-
bidah.html, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)
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dua pemimpin dalam tubuh umat islam. Dalam hadis lain

juga dikuatkan bahwa:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin
Harb dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata; telah
mengabarkan kepada kami, sedangkan Zuhair
berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir
dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari
Abdurrahman bin Abd Rabbil Ka'bah dia
berkata, "Ketika saya masuk masjid, maka
terlihat olehku Abdullah bin 'Amru bin 'Ash
duduk di bawah naungan ka'bah di kelilingi
orang banyak. Lalu aku datangi mereka dan
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duduk di dekat Abadullah. Dia berkata, "Kami
pernah mengadakan suatu perjalanan bersama
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu di
suatu tempat pemberhentian kami berhenti.
Sebagian kami ada yang memperbaiki tempat
tidur, sebagian lagi berlatih memanah, sebagian
lagi memberi makan hewan dan sebagainya.
Tiba-tiba  terdengar  utusan  Rasulullah
shallallahu ‘alaihi ~ wasallam  menyeru,
memanggil kami untuk shalat berjama'ah, lalu
kami berkumpul di dekat beliau. Beliau
bersabda: "Para Nabi sebelum saya diutus
menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah
diajarkan ~ Allah  kepada  mereka, dan
memingatkan bahaya yang mengancam mereka.
Ummatku yang sempurna dan selamat ialah
angkatan yang pertama-tama, angkatan sesudah
itu akan ditimpa berbagai cobaan berupa hal-hal
yang tidak disenanginya, seperti timbulnya
fitnah. Di mana-mana sebagian mereka
menghina sebagian yang lain, oleh karena itu
timbullah bencana. Orang-orang mukmin
berkata, 'Inilah kiranya yang membinasakanku',
Setelah hilang bencana tersebut, timbul pula
bencana yang lain. Dan orang mukmin berkata,
'Ini..! Ini..!" Siapa yang ingin bebas dari neraka
dan ingin masuk ke surga, hendaklah dia
menemui kematiannya dalam keimanan kepada
Allah dan hari akhirat, dan hendaklah dia
berjasa kepada ummat manusia sesuai dengan
yang diinginkan oleh masyarakat itu. Siapa yang
baik dengan seorang pemimpin (penguasa) lalu
dia memenuhi bai'atnya dengan sepenuh hati,
hendaklah dia mematuhi pemimpin itu
semampunya. Jika yang lain  datang
memberontak, penggallah lehernya."
Abdurrahman berkata, "Aku lebih mendekat
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lagi kepada 'Amru, lalu saya berkata, "Dengan
nama Allah, saya bertanya kepada anda,
'Apakah kamu mendengar sendiri hadits ini dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? ' dia
menunjuk tangannya ke telinga dan hatinya
seraya berkata, "Saya mendengarnya dengan
kedua telingaku dan kusimpan ke dalam
hatiku." Lalu kukatakan kepadanya, "Ini anak
pamanmu, Mu'awiyah! Dia menyuruh kami
memakan harta sesama dengan cara yang haram
dan memerintahkan untuk saling membunuh
sesama. Padahal Allah telah berfirman: '(Wahai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang
haram, kecuali berjual beli dengan cara suka
sama suka sesamamu, dan janganlah kamu
membunuh saudaramu (sesama muslim).
Sesungguhnya  Allah Maha  penyayang
kepadamu) ' (Qs. An Nisaa™: 29). 'Amru diam
sebentar kemudian dia berkata, "Patuhilah
perintahnya bila sesuai dengan perintah Allah
dan langgarlah perintahnya bila melanggar
perintah Allah!" Dan telah menceritakan kepada
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu
Numair serta Abu Sa'id Al Asyaj mereka
berkata; telah menceritakan kepada kami Waki'.
(dalam  jalur lain  disebutkan)  Telah
menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah
keduanya dari Al A'masy dengan isnad seperti
ini." Dan telah menceritakan kepadaku
Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada
kami Abu Al Mundzir Isma'il bin 'Umar telah
menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq
Al Hamdani telah menceritakan kepada kami
Abdullah bin Abu As Safar dari 'Amir dari
Abdurrahman bin Abd Rabbil Ka'bah Ash
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Sha'idi dia berkata, "Saya melihat sekelompok
orang di sisi  Ka'bah...kemudian dia
menyebutkan seperti hadits Al A'masy." (HR.
Muslim).8>
Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar
kepemimpinan menurut islam dan dualisme kepemimpinan
dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin harus
mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus terpenuhi,
pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin
bagi umat islam, kedua tidak mengangkat pemimpin dari
orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, ketiga
pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, keempat
pemimpin yang dicintai umatnya, kelima pemimpin yang
mengutamakan kepentingan umat, keenam mempunyai sifat-
sifat seperti kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme
kepemimpinan dalam umat islam tidak diperkenankan bagi
seseorang menjadi imam sementara sudah ada imam lainya
yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua
diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat
munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam.
Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin
harus mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:8

1. Adil dalam arti yang luas

85 https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html,
(di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

8  Al-Mawardi,”ahkam  sulthaniyah system pemerintahan  khilafah
Islam” ,(jakarta:qisthi press), 2015
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2. Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam
menghadapi persoalan-persoalan dan hukum

3. Sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat
berurusan langsung dengan tanggung jawab

4. Sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan
gerak dan melangkah cepat

5. Pandai = dalam mengendalikan wurusan rakyat dan
kemaslahatan umat

6. Berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan
menghadapi musuh

7. Keturununan quraisy

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum

seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai

kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon

pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena

mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk

dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti terhadap
peran DPRD dalam pembentukan peratyuran daerah
berdasarkan hak inisiatif, berdasarkan tujuh kriteria menurut
imam Al-Mawardi di atas, bahwa hanya beberapa kriteria
saja, bahkan kriteria tersebut bersifat umum. Oleh karena itu

nilai-nilai dalam islam menjadi dasar bagi penulis untuk
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menganalisis permasalahan tentang peran DPRD dalam

pembuatan peraturan daerah berdasarkan usul inisiatif.



